PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL. Letjon Noeprapto Padang Da'l fiebans Kode Pos 38576 67169150004 Henghuba

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 82 Tahun 2019
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG 2. Bahwa Berdasarkan permohonan HELMI KUSMI, A.MA Perihal 1zin Penyelenggaraan Program

atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak PAUD DUA PUTRI

b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan program atau satuan pendidikan taman
kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berfaku. i

¢ Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di
atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara FElektronik Sektor Pendidikan dan
Kebudayaan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma;

13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP
Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN:Surat  Rekomendasi dari Dinas  Pendidikan Kabupaten  Seluma  Nomor
830/1016/DISDIKBUD/VI/2016 serta Lampiran-Lampirannya.
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